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1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona 

integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka 

dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan 

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); 

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 

171/PW.02-BA/2/2025 Tanggal 17 November Tahun 

2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayanidi Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu 

tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU, 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU 

NOMOR 25 TAHUN 2025 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LUWU 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LUWU 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2019 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
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MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA 
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN 
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI 
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
LUWU. 
Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Luwu, yang terdiri dari : 
I.Pengarah 
II. Tim Pelaksana 

a. Tim Manajemen Perubahan; 
b. Tim Penataan Tata Laksana; 
c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya 

Manusia; 
d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 
e. Tim Penguatan Pengawasan; 
f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 826); 

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor: 6 Tahun 2025 Tentang 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi 
Tahun 2025; 

5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 
Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota. 
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KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 
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